
a. bahwa ura.ian tugas penyclenggara Pelayanan Adrninistrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 
2014 ten tang Uraian Togas Penyelenggara Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas; 

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kcpastian 
hukum dalarn rangka pendckatan dan percepatan pelayanan publik 
perizinan di kecamatan, perlu dilakukan penyempurnaan tcrhadap 
Peraruran Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian 
Togas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, 
perlu menetapkan Peraruran Bupati Sambas tentang Perubahan 
Atas Pararuran Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 ten tang 
Uraian Tugas Penyclenggara Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas; 

l. Undang·Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembcntukan Daerah Tmgkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan 
Negara yang Bersib dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 3851); 

3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah dua lcali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

Menimbang 

TElfTAlfG 
PERUBAHAlf ATAS PERATtJRA!f BUPATI SAMBAS IIOMOR 7 TAHUl'f 2014 
TENTAlfG URAIAl'I TUOAS PE!n'ELENGGARA PELAYA!fAlf ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAlf (PATEN} DI KABUPATE!f SAMBAS 

DENGA!f RAHMAT TU1lAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

BUPATISAMBAS 
PROVINSI KALOIAHTAlf BARAT 

PERATURA!f BUPATI SAMBAS 
lfOMOR 15 TAHUl'f 2016 

BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERA'TURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR T TAHUN 2014 
TENTANG URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASl 

TERPADU KECAMA TAN (PATEN) DI KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa uraian tugas penyelenggara Pelayanan Administras 
Terpadu ecamatan (PATEN} di Kabupaten Sambas telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Noor 7 Tahu 
2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pela yanan 
Administrasi Terpadu Kecaratau (PATEN] di Kabupaten Sambas; 

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kepastian 
hukum dalam rangka pendelatan dan percepatan pelayanan publik 
periinan di kecaratan, perlu dilakeulean penyempurnaan terhadap 
Peraturan Bupati Sambas Noror 7 Tahu 2014 tentang Uraian 
Tagas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamata (PATEN] di Kabupaten Sambas; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebegaimana huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan 
Atas Paraturan Bupati Sambas Noor 7 Tahu 2014 tentang 
Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamata (PATEN] di Kabupaten Sambas; 

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Noror 3 Tahu 1953 tentang 
Perbentukan Dara.h Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Noror 9, Tambahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Normor 352 sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten0tang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noror 75, dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon 3851J; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lem.baran Negara Re publik Indonesia Noror 503.8) 

4. Undang- Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I 
Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah dua kali dibah terakhir dengan 
Undang-Undang Noor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 204 tentang8 
Pemerintaha Daera.h (Lembaran Negara Republike Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Taurbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679] 



(1) Pelaksana PATEN tercliri dari: 
a. Ca.mat; 
b. Sekretaris Kecamatan; 
c. Kepala Seksi Pelayananan Umum; 
d. Petugas Teknis; clan 
e. Tim Teknis Perizinan Keeamatan. 

(2) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : 
a. Petugas lnformasi dan Peng;,duan; 
b. Petugas Penerima Berkas; 
c. Perugas Operator Komputer; clan 
d. Petugas Pemegang Kas. 

(3) Tim Teknis Perizinan Kecamatan sebagaimana climaksud pada ayat (I) huruf 
e, merupakan Petugas yang ditunjuk oleh Camat dengan Keputusan. 

Pasal 2 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 ten tang 
Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tabun 2014 Nomor 7) 
diubah sebagai bcrikut : 

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

MEJIUTUSKAl'f : 

PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG 
URAJAN TUGAS PENYELENGGARA PEI.AYANAN ADMINTSTRASI 
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN SAMBAS. 

Pasal I 

Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 
clan Penga ... -asan Pcnyelenggaraan Pcmerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keeamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksa.naan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik [Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Adminisrrasi Terpadu Kecamatan; 

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tabun 2012 tentang 
Pendelegasian Sebagian Wewcnang Bupati kepada Camat di 
Kabupaten Sambas (Serita Daerab Kabupaten Sambas Tabun 
2012 Nomor 122); 

5. Undang-Undang Noror 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Noror 292, Tambahan Lemnberas Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601; 

6. Peraturan Pererintah Noror 79 Tahu 200 tentang Pembinaan 
dan Pengarwassay Penyelenggaraas Pererintahen Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

7peraturan Pererinta.h Nora 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 0, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48264; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentan8 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Noror 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nora 5357; 

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentan8 
pedomae Pelayanae Administrasi Terpadu Kecamatan; 

10. Peraturan Burpeati Sambas Nornor 43 Tahu 2012 tentang 
Pendelegasian Sebagia Wewenang Burpeati kepada Camat di 
Kabupaten Sambas (Berita Dae-rah Kabupaten Sambas Tahun 
2012 Nomor 122 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG 
URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI 
TERPADU KECAMATAN (PATEN] DI KABUPATEN SAMBAS 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanbas Noor 7 Tahu 2014 tentang 
Uraian Tugas Penyelengpara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN] 
di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 7) 
diubah sebagai berikut 

Ketentuan Pasal 2, diubah schingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 2 
(I) Pelaksana PATEN terdiri dart : 

a. Camat; 
b, Sekretaris Kccama tan, 
e. Kepala Seksi Pelayanana Unur; 
d. Petugas Teknis; dan 
e. Tim Teknigs Perizinan Kecamatan 

(2) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, terdiri atas; 
a. Petugas Informasi da Pergaduan; 
b. Petugas Penerima Berkas; 
c. Petugas Operator Komputer; dan 
d. Petugas Pemegang Kas 

(3) Tim Teknis Periinan Kecamatan sebagairana diraksud pada ayat (l) huruf 
e, merupakan Petugas yang ditunjuk oleh Carat dengan Keputusan 



MARIANIS 
Pembina ( IV/ a ) 

NIP. 19640112 200003 l 003 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUN NG-UNDANG 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

JAMJAT AKADOL 

BERJT A OA£RAH KABUPATEN SAl\1BAS TAHON 2016 NOMOR 15 

ttd 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 10 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEJII SAIIBA8 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 

ttd 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 10 Juni 2016 

BUPATI SAMBAS, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sambas 

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal D 

(l) Tim Teknis Perizinan Kecamatan mempunya.i tugas sebagai berikut: 
a. memproses peruinan yang telah dilimpahkan Bupati Sambas kepada 

Camat sesuai Peraturan yang berlaku; 
b. melakukan peroeriksaan lapangan jika diperlukan; 
c. mengisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; 
d. memberikan pertimbangan telcnis atas kelayalcan terkait pcrizinan yang 

diterbitkan; 
e. meng)litung besaran retribusi peri.zinan yang ditangani. 
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada catnat masing-rnasing. 

Pasal 6A 

2. Diantara Pasal 6 dan PasaJ 7 disisipkan l (satu) Pasal ya.itu Pasal 6A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisiplan I (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehinge 
berbunyi sebagai berikut : 

(I) Tim Teknis Perizinan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut 
a. memproses periinan yang telah dilimpahkan Bupati Sambas kepada 

Carat sesuai Peraturan yang berlaku; 
b. melakukan pemeriksaan lapangan jika diperluka; 
c. mengisi dan menandatatgan Berita Acara Permeniksaan Lapangan% 
d. memberikan pertimbangan teknis atas kclayakan terkait penman yang 

diterbitkan; 
e. menghitung besaran retribusi perizinan yang ditangan 
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Carat masing-masing 

Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada taggad 10 Juni 2016 

BUPATI SAMBAS, 

JULUARTI DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 10 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

ttd 

JAMLAT AKADOL 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 15 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
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